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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh
Jensen dan Meckling (1976). Teori ini membahas bagaimana hubungan
antara pemilik saham yang bertindak sebagai prinsipaldan manajemen
sebagai agen. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik saham
(principal) yang melimpahkan wewenang kepada tenaga yang lebih
profesional (agent) untuk mengelola perusahaan. Hal ini bertujuan agar
pemilik saham dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin
karena perusahaan dikelola oleh pihak-pihak yang profesional. Manajer
diberikan kekuasaan oleh pemilik saham untuk mengelola perusahaan.
Namun hal tersebutlah yang kemudian akan menciptakan konflik
kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976).

Tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan membuat
informasi yang diperoleh prinsipal menjadi lebih sedikit dibandingkan
dengan agen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan
menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh agen dan
prinsipal. Ketidakseimbangan informasi inilah yang kemudian dikenal

dengan nama asimetri informasi.
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Meskipun agen telah diberi wewenang oleh prinsipal untuk
mengelola perusahaan, namun agen seringkali bertindak tidak sesuai
dengan kepentingan pemilik saham. Manajer sebagai agen mempunyai
tugas serta kewajiban untuk menyampaikan segala bentuk informasi
kepada pemilik saham karena tentunya memiliki lebih banyak informasi
mengenai  perusahaan (Ardyansyah, 2014). Akan tetapi pada
kenyataannya, manajer tidak melaporkan informasi dengan sebagaimana
mestinya kepada pemilik saham.

Teori ini relevan untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan
manajemen terhadap perpajakan. Asimetri informasi membuat agen
memiliki informasi perusahaan lebih banyak dan prospek di masa depan
dibandingkan dengan prinsipal. Kondisi tersebut akan memberi
kesempatan pada agen untuk memanipulasi laporan keuangan yang salah
satu tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak.

Di satu sisi, tindakan yang dilakukan oleh manajemen terkait
perencanaan pajak akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu
manajemen itu sendiri dan pemilik saham karena beban pajak yang harus
dibayarkan akan berkurang. Namun di sisi lain, tindakan yang dilakukan
dapat memunculkan suatu risiko yang harus ditanggung perusahaan. Jika
tindakan tersebut diketahui oleh pihak luar, maka dapat merusak reputasi

perusahaan.
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2. Agresivitas Pajak

Pajak dianggap sebagai beban tambahan oleh perusahaan yang
nantinya akan mengurangi keuntungan. Hal tersebut dapat mendorong
perusahaan untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban
pajaknya demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Tindakan yang
dilakukan untuk mengurangi pendapatan kena pajak tersebut dilakukan
melalui perencanaan pajak baik itu legal maupun ilegal dan disebut dengan
agresivitas pajak (Frank et al., 2009). Perencanaan pajak secara legal (tax
avoidance) merupakan bentuk dari perencanaan pajak yang bertujuan
untuk meminimalkan beban pajak dengan caramemanfaatkan kelemahan
dari ketentuan perpajakan negara. Sedangkan perencanaan pajak secara
ilegal (tax evasion) merupakan perencanaan pajak yang dilakukan dengan
melanggar peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Untuk meminimalkan beban pajaknya, perusahaan cenderung
melaporkan laba yang lebih kecil dari yang seharusnya. Hal tersebut
menjadi salah satu wujud dari manajemen laba. Scott (2000), dalam
Suyanto dan Supramono (2012) juga menyatakan jika motivasi
manajemen untuk melakukan manajemen laba adalah karena adanya
motivasi perpajakan. Perpajakan menjadi salah satu alasan paling umum
yang digunakan manajer untuk mengurangi tingkat laba bersih yang
dilaporkan perusahaan. Beban pajak yang ditanggung perusahaan
memerlukan perencanaan yang baik (Hidayat dan Junaedi, 2006). Untuk

mencapai perusahaan yang optimal, maka strategi perpajakan penting
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untuk dilakukan. Strategi yang baik tentu saja melalui cara yang legal
sehingga nantinya mampu mendorong perusahaan untuk bersaing dengan
perusahaan-perusahaan lain.

Bagi perusahaan, tindakan agresivitas pajak memiliki manfaat
yaitu beban pajakyang dikeluarkan dapat lebih hemat sehingga keuntungan
yang diperoleh juga semakin besar. Keuntungan yang besar tersebut
nantinya dapat digunakan untuk mendanai investasi perusahaan agar
keuntungan yang didapatkan semakin meningkat. Namun tindakan
agresivitas pajak juga dapat menimbulkan kerugian karena perusahaan
memiliki kemungkinan mendapatkan sanksi pajak berupa denda.
Sedangkan bagi pemerintah, agresivitas dapat mengurangi penerimaan
negara dalam sektor pajak.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu sistem tata kelola
perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak internal dan
eksternal dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan
perusahaan. Corporate governance dianggap dapat membantu perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan melalui pengawasan dan pengendalian
keputusan oleh perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemangku
kepentingan. Hal ini dikarenakan fungsi dari corporate governance
diantaranya adalah untuk melakukan pengawasan serta manajemen risiko.
Keberadaan corporate governance yang baik dapat menunjang aktivitas

operasional perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan (Haruman,
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2008). Dengan penerapan corporate governance Yyang baik, maka

kemakmuran perusahaan dan pemegang saham akan meningkat.

Secara umum, terdapat dua struktur kepengurusan perusahaan,
yaitu one-tier-system dan two-tier-system. Struktur kepengurusan
perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut two-tier-system.Two-tier-
system terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dewan
komisaris, dewan direktur, dan manajer eksekutif. Struktur ini
memisahkan keanggotaan dewan yaitu antara anggota dewan komisaris
sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

Sistem two-tier dianggap sangat menjanjikan performa perusahaan
yang bagus karena adanya dewan komisaris yang merupakan pemegang
kekuasaan sebagai pengawas. Hal ini diharapkan dapat mencegah dan
mengurangi tindakan manajemen untuk berbuat curang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-
01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance, ada lima prinsip
dasar, yaitu:

a. Transparansi
Prinsip ini mensyaratkan bahwa seluruh partisipan yang ada dalam
perusahaan harus menyampaikan informasi secara material sesuai
substansi yang sesungguhnya serta menjadikan informasi tersebut

mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak berkepentingan.
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b. Akuntabilitas
Prinsip ini mensyaratkan adanya kejelasan mengenai fungsi, struktur,
sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga dapat

tercipta pengelolaan perusahaan yang efektif.

c. Responsibilitas
Prinsip ini mensyaratkan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam

melaksanakan kegiatannya.

d. Independensi
Prinsip ini mensyaratkan bahwa dalam melaksanakan setiap fungsinya,
perusahaan harus bertindak secara mandiri sesuai perannya masing-
masing tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

sistem operasional perusahaan.

e. Kewajaran
Prinsip ini mensyaratkan bahwa partisipan perusahaan harus
memberikan perlakuan yang adil kepada para pemangku kepentingan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis
1. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak yang Dimoderasi
dengan Corporate Governance
Likuiditas perusahaan dapat digunakan untuk memperhitungkan
dampak yang ditimbulkan dari ketidakmampuan perusahaan guna

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti yang disebutkan oleh
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Bradley (1994) dan Siahaan (2005) bahwa perusahaan yang mengalami
kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tersebut untuk tidak taat
terhadap peraturan perpajakan sehingga nantinya dapat mengarah ke
tindakan agresif terhadap pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki
tingkat likuiditas yang tinggi, menunjukkan bahwa keuangan perusahaan
sedang berada dalam kondisi sehat dan tidak memiliki masalah pada arus
kasnya sehingga dapat memenuhi utang jangka pendeknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018)
menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas.
Likuiditas yang tinggi justru mengindikasikan perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tiaras
dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh
terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Anita (2015) yang
menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas
pajak. Hal ini berarti dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka tindakan
agresivitas pajak perusahaan akan semakin rendah. Perusahaan yang
memiliki tingkat likuiditas yang tinggi adalah jika aktiva-aktiva lancarnya
lebih besar dibandingkan dengan hutang-hutang lancarnya yang harus
dipenuhi. Dengan begitu jika likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka
perusahaan akan membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku

Likuiditas yang semakin tinggi membutuhkan pengelolaan risiko
yang baik pula. Dalam hal ini, pengelolaan risiko berkaitan dengan

corporate governance karena fungsi dari corporate governance diantaranya
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adalah melakukan pengawasan serta pengelolaan risiko. Corporate
governance juga memiliki berbagai tujuan dimana salah satunya adalah
mendorong organ perusahan untuk melakukan tindakan yang berlandaskan
nilai moral serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, dengan adanya corporate governance dapat
meminimalisir tindakan-tindakan menyimpang dari kebijakan yang telah
ditetapkan maupun yang dapat melanggar hukum (Yogiswari dan
Ramantha, 2017).

Yogiswari dan Ramantha (2017) melakukan penelitian yang
menggunakan corporate governance sebagai pemoderasi dari hubungan
likuiditas dengan agresivitas pajak. Hasil menunjukkan bahwa corporate
governance yang diproksikan dengan komisaris independen tidak
memoderasi pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak. Artinya, jumlah
komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan tidak berpengaruh
terhadap agresivitas pajak. Namun masih pada penelitian yang sama,
corporate governance yang diproksikan dengan komite audit memoderasi
pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan apabila
jumlah komite audit dalam perusahaan sesuai dengan peraturan BEI, maka
akan meminimalisir tindakan manajemen untuk bersikap agresif terhadap
pajak karena fungsi dari komite audit adalah memberi pandangan mengenai
permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, serta
pengendalian internal (Mayangsari, 2003). Penelitian yang dilakukan

Yunistiyani & Tahar (2017) menunjukkan hasil bahwa corporate
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governance yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite
audit tidak memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan dengan
agresivitas pajak. Menurut penelitian tersebut, hal ini dapat terjadi karena
fungsi pengawasan yang dijalankan belum cukup baik dan belum sesuai
peraturan perundang-undangan sehingga manajemen masih dapat bersikap
agresif terhadap pajak.

Sesuai dengan konsep keagenan, manajer sebagai agen akan berusaha
untuk memenuhi kepentingan prinsipal dengan menjaga likuiditasnya agar
perusahaan bertahan lama. Jika mampu mempertahankan likuiditasnya,
perusahaan akan mendapat kepercayaan baik pihak internal maupun pihak
eksternal. Likuiditas tersebut tercermin dalam laporan keuangan.
Mekanisme-mekanisme dari corporate governance secara efektif juga
dimungkinkan untuk melakukan pengendalian pada perusahaan serta
laporan keuangan yang lebih baik (Andriyani, 2008). Dengan begitu, maka
risiko kecurangan yang berkaitan dengan perpajakan yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan juga akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian
di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Hi: Corporate governance memperkuat pengaruh negatif likuiditas

terhadap agresivitas pajak

. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak yang Dimoderasi
dengan Corporate Governance
Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba ataupun nilai hasil akhir dari operasional perusahaan
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selama periode tertentu (Munawir, 2004). Untuk melihat kemampuan
tersebut, maka dapat dilihat melalui salah satu rasio yaitu return on asset
(ROA). Perusahaan dengan nilai ROA yang negatif menunjukkan bahwa
kemampuan modal yang diinvestasikan belum mampu menghasilkan laba.
Sedangkan ROA yang bernilai tinggi, menggambarkan bahwa performa
keuangan perusahaan termasuk dalam kategori baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2017) menyebutkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya
ROA akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak
secara matang. Sementara itu Maharani dan Suardana (2012) menyebutkan
bahwa dengan perolehan laba yang tinggi, perusahaan diasumsikan tidak
melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan serta
pembayaran pajaknya. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas
yang rendah diprediksi akan tidak taat pada pembayaran pajak demi
mempertahankan aset perusahaan. Selain itu, profitabilitas yang tinggi dari
perusahaan dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak serta
kelonggaran yang lain untuk menurunkan tindakan agresivitas pajak
(Gemilang, 2017).

Profitabilitas berkaitan dengan penerapan corporate governanace.
Ketika profitabilitas tinggi, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya
penerapan corporate governance oleh perusahaan. Dengan kata lain,
corporate governance yang semakin baik akan meningkatkan profitabilitas

(Tumewu dan Alexander, 2014). Selain itu, penerapan corporate
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governance yang semakin baik menandakan bahwa pengendalian dan
pengawasan yang dilakukan juga semakin baik. Hal ini akan mendorong
manajer untuk semakin bersikap lebih transparan terhadap pihak-pihak
eksternal. Dengan begitu, potensi manajer untuk melakukan tindakan-
tindakan yang dapat menyimpang dari kebijakan ataupun melanggar
ketentuan hukum untuk melakukan tindakan agresivitas pajak juga dapat
diminimalisir. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H,: Corporate governance memperkuat pengaruh negatif profitabilitas

terhadap agresivitas pajak

C. Model Penelitian

H,
Likuiditas (X
A
Corporate o Agresivitas
Governance (Mo) | Pajak (Y)
Profitabilitas (X, A 4
H.

Gambar 2.1



